REPUBLIK INDONESIA

No.1239, 2013 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Ekonomi. Upah Minimum.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
UPAH MINIMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar
tidak merosot pada tingkat yang paling rendah
sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja,
perlu penyelarasan kebijakan upah minimum
dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi guna  mewujudkan
keberlangsungan usaha dan peningkatan
kesejahteraan pekerja/buruh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota, upah
minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota,
dan upah minimum bagi perusahaan industri
padat karya tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang upah
minimum;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1239

Mengingat

Menetapkan

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23
Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
tentang Dewan Pengupahan;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG UPAH MINIMUM.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.1239

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah
pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur
sebagai jaring pengaman.

Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah
Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu
provinsi.

Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK
adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP
adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah
kabupaten/kota.

Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya
menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.

Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain;
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10.

11.

(1)

(2)
(3)

(4)

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu adalah perusahaan yang
memenuhi kriteria industri padat karya sebagaimana diatur oleh
Menteri Perindustrian.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2
Upah Minimum terdiri atas:
a. UMP atau UMK;
b. UMSP atau UMSK.
BAB Il
DASAR DAN WEWENANG PENETAPAN UPAH MINIMUM
Pasal 3

Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi.

Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada
pencapaian KHL.

Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada
periode yang sama.

Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta
jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu
dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi
kemampuan dunia usaha.

Pasal 4

Peta jalan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.

b
c.
d

menentukan tahun pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL;
memprediksi nilai KHL sampai akhir tahun pencapaian;
memprediksi besaran nilai Upah Minimum setiap tahun;

menetapkan prosentase pencapaian KHL dengan membandingkan
prediksi besaran Upah Minimum dengan prediksi nilai KHL setiap
tahun.
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